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BUPATITANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOM:OR 188.46/り4 /BPKAD/2019

TENTANG

PENETAPAN PENOR40RAN PLAT l√ OBIL DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan telah di undangkannya Peraturan
Kepala Kepoiisian Negara Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2OI2 tentang Registrasi dan Identifikasi
Kendaraan Bermotor, maka perlu mengubah beberapa
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

b. bahwa dengan adanya Perubahan Nomenklatur di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

c. bahwa dengan adanya pengadaan Mobil Dinas
Jabatan baru Tahun Anggaran 2A19 di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Penomoran Plat Mobil Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kahupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a265);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu
Lintasdan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 56791;

4.Peraturan ...
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4.  Peraturan Perllerintah iNornor 27′ rahun 2014 tentang
Pengc101aan iBarang iル Iilik Negara/ ]Daerah (LcrFlbaran

Ncgara Republik lndonesia Tahun 2014 Noimor 92,
Talllbahan Lelmbaran Negara Republik lndonesia
Nolmor 5533);

5. Pcraturan lИlenteri Dalanl Negeri Nol■ or 19 Tahun
2016 tentang Pedorrlan Pengclolaan :Barang Milik
Daerah(Berita Ncgara Republik lndonesia Tahun 2016
Nomor 547);

6. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Ncgara  Rcpublik
lndoncsia Nolnor 5 Tahun 2012 tentang Rcgistrasi dan
ldentifikasi Kendaraan Berinotor;

7. Pcraturan Daerah Kabupatcn Tanah Burnbu Nomor i4
Tahun  2009  tentang  Pokok―pokok  Pengelolaan
Keuangan ]Daerah  (Lcrnbaran Daerah Kabupaten
Tanah Burnbu Tahun 2009 Norrlor 14);

8. Peraturan lDacrah Kabupatcn Tanah Bul■lbu Noim:or 19
Tahun 2016 tcl■tang Pcinbcntukan dan Susunan
Perangkat Dacrah (Leinbaran Daerah Kabupaten
Tanah Bul■lbu Tahun 2016 Nornor 19)scbagairnana
tclah diubah dcngan Pcraturan :Dacrah Kabupatcn
Tanah Burnbu NolmЮ r  13 Tahun 2018 tentang
perubahan   atas   Peraturan   lDaerah   tentang
Pcrnbcntukan  dan  Susunan  Pcrangkat  :Dacrah
Pcraturan IDacrah Kabupatcn Tanah Burllbu Nolmor 19
Tahun 2016 (Lerrlbaran Daerah Kabupaten Tanah
Burnbu Tahun 2013 Noimor 13);

9. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Burrlbu No]mOr 17
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Bclaコ i可a Dacrah Kabupatcn Tanah Burnbu Tahun
Anggaran 2019(Lel■ baran :Dacrah Kabupaten Tanah
Burnbu Tahun 2018 Nolmor 17);

lo.Peraturan Bupati Tanah Buinbu Noim.or 29 Tahun
2016 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi dan Struktur
Organisasi  Perangkat  Daerah  (Berita  Daerah
Kabupaten Tanah Bulγ lbu Tahun 2016 No:mlor 29)
sebagairnana tclah diubah dcngan Peraturan lBupati
Nornor 62 ′rahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Noinor 29 Tahun 2016 tentang
Kcdudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur 10rganisai
Perangkat iDaerah (Berita l⊃ )aerah iKlabupaten 

′ranah
BulΥlbu Tahun 2018 Nolmor 62);

11.Pcraturan Bupati Tanah Bul■ lbu Noimtor 20 Tahun
2017 tentang Tugas, Fungsi, Uiaian Tugas dan Tata
Ketta I:Jnsur―unsur Organisasi Badan Pcngclolaan
Kcuangan dan Asct Dacrah(Bcrita Dacrah Kabupatcn
Tanah Burnbu Tahun 2017 No]m.or 20);

Nota Dinas dari Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor: 9OO I 29.1/BPKAD-AST/2O19, tanggal 10 Januari
2019 Perihal mohon persetujuan pembuatan Surat
Keputusan Penetapan Penomoran Plat Mobil Dinas
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEIⅥ[PAT

KELIMA

KEENAIⅥ [

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN   BUPATI   TENTANG   PENETAPAN
PENOMORAN PLAT MOBIL DINAS DI LINGKUNGAN
PEIⅥIERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Menetapkan Penomoran Plat Mobil Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan daftar
nomor plat mobil Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Penomoran PIat sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU disertai dengan perubahan data pada Buku
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Penomoran Plat bersifat tetap dan tidak bisa ditukar
ganti.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala
ketentuan-ketentuan lain yang telah ada, dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku iagi.

Scgala  biaya  yang  tilnbul  akibat  ditctapkannya
Keputusan Bupati tentang Penetapan Plat Nolmor
Kendaraan iDinas di Lingkungan Pen■ erintah Kabupaten
′ranah B■linbu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah BuFrlbu Tahun
Anggaran 2019.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada

BUPATI

Batulicin
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BUMBU
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DAFTAR TANDA NOIMIOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEM:ERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ ι;/1 /BPKAD/2019
TENTANG      

ノ |

PENETAPAN PENOMORAN PLAT MOBIL DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NO SKPD NOPOL KDT
BUPATITANAH BUMBU DA   l   Z
2 WAKIL BUPATI TANAH BUMIBU DA   2   Z
3 KETUA DPRD TANAH BUMBU DA   3   Z
4 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATULICIN DA   4   Z
5 KETUA PENGADILAN NEGERI BATULICIN DA   5   Z
6 SEKRETARIS IDAERAH DA   6   Z
7 WAKIL KETUA DPRD DA   7   Z
8 WAKIL KETUA DPRD DA   8   Z
9 KETUA TIII PENGGERAK PKK DA   9   Z
10 ASISTEN BIDANC PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN DA  10  Z
11 ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMIBANGUNAN DA  ll  Z
] ^-IASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
ェ_ rSEKRETARIS DPRD KAB.TANAH BUM:BU

DA  12  Z
DA  13  Z

14 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DA  15  Z
16 KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DA   16  Z
17 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DA  17  Z
18 KEPALA DINAS PERIKANAN DA  18  Z
19 KEPALA DINAS PEHUBUNGAN DA  19  Z
20 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ]D)A   20   Z

21 KEPALA DINAS S()SIAL DA  21  Z
22 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DA  22  Z
23 KEPALA INSPEKTORAT DAERAH DA  23  Z
24 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DA  24  Z
25 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA DA  25  Z
26 KEPALA DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI,KOPERASI DAN USAHA DA  26  Z
27 KEPALA DINAS PERTANIAN DA   27   Z
28 KEPALA DINAS PERUIMIAHAN,PEMiUKIMAN DAN PERTANAHAN DA  28  Z
29 KEPALA DINAS KESEHATAN DA  29  Z
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEPALA PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

32 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DA  30  Z
DA  31  Z
DA  32  Z

33 KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR DA  33  Z
34 CADANGAN DA  34  Z
35 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DA  35  Z
36 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP DA  36  Z
37 KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA】 DAERAH DA   37   Z
38 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DA  38  Z
39 CADANGAN DA  39  Z
40 CADANGAN DA  40  Z
41 DA  41  Z
42 KEPALA BAGIAN KESEKRETARIATAN DA  42  Z
43 KEPALA BAGIAN HUKUMI DA  43  Z
44 DA  44  Z
45 KEPALA BAGIAN UMUM PERLENGKAPAN DA  45  Z
46 KEPALA BAGIAN PEREKONC)MIAN DA  46  Z
47 KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DA   47   Z
48 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DA  48  Z
49 KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DA  49  Z
50 CADANGAN DA  50  Z
51 KEPALA DINAS PEMiBERDAYAAN M:ASYARAKAT DAN DESA DA  51  Z
52 KEPALA DINAS KB,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN DA  52  Z
53 DIREKTUR RSUD ANDIABDURRAHMAN N00R DA  53  Z
54 CAMAT KUSAN HULU DA  54  Z
55 CAMAT SATUI DA  55  Z
56 CAMAT KUSAN HILIR DA  56  Z

57_Camat…

DA  14  Z
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KEPALA BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN KOMUNIKASI

KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN/JASA



57 CAIMIAT SUNGAI LOBAN DA  57  Z
58 CAM:AT BATULICIN DA  58  Z
59 CAMAT KARANG BINTANG DA  59  Z
60 CAMAT lИANTEWE DA  60  Z
61 CAMAT ANGSANA DA  61  Z
62 CAMAT SIMPANG EMPAT DA  62  Z
63 CAMAT KURANJI DA  63  Z
64 CADANGAN DA  64  Z
65 CADANGAN DA  65  Z
66 CADANGAN DA  66  Z
67 CADANGAN DA  67  Z
68 CADANGAN DA  68  Z
69 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASE「 F DAERAH DA  69  Z
70 CADANGAN DA  70  Z
71 SEKRETARIS KPU DA  71  Z
72 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DA  72  Z
73 KEPALA KANTOR PENGADILAN AGAM:A DA  73  Z
74 KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA DA  74  Z
75 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DA  75  Z
76 CADANGAN DA  76  Z
77 KETUA DHARMA WANITA TANAH BUMBU DA  77  Z
78 KANTOR PAJAK PRATAMA DA  78  Z

79 BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYAKIT BERSUMBER DA  79  Z
8 
｀
KANTOR Iヽ 41GRASI

8■ lKANTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DA   80   Z
DA  81  Z

82 STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN DA  82  Z
83 STAF AHLI BIDANG EKONOMI PEMiBANGUNAN DA  83  Z
84 STAF AHLI BIDANG ADMINISTRASI UMUlヽ ィI DA  84  Z
85 CADANGAN DA 85s.d 99 Z

BUPATI BUlVIBU

H.SUDIAN N00R

~ヽ


